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PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas  dan
akuntabilitas  penyusunan anggaran diperlukan
analisa standar belanja sebagai alat untuk melakukan
penilaian kewajaran atas beban  kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang
direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

Undang–Undang   Darurat   Nomor   4   Tahun   1956
tentang   Pembentukan   Daerah  Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
Undang–Undang Darurat 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan   Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);
Undang–Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian  Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun



2016 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR
BELANJA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang, dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan

3. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar
yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya
maksimal setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD di
lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Penyetaraan kegiatan adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai
ciri dan jenis sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan
rencana belanja.

6. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa
sumber daya manusia, peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi
dari beberapa atau jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola
keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN MANFAAT ASB

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun ASB dalam rangka melakukan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana
kegiatan dan anggaran OPD.



Pasal 3

ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan dan pengendalian Anggaran.

Pasal 4

ASB sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan
yang berlaku untuk seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
TATA CARA PENERAPAN ASB

Pasal 5

(1) Setiap OPD dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan anggaran
waji wajib berdasarkan pada ASB.

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

1) ASB diformulasikan dalam bentuk distribusi alokasi anggaran kedalam
kelompok belanja.

2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3) Apabila kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengalami perubahan yang tidak mengubah substansi ASB, formulasi
ASB yang dipergunakan mendasarkan pada ASB sebagaimana diatur
dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Apabila terdapat perubahan harga Barang/Jasa yang melampaui ASB dan
atau terdapat kegiatan baru yang belum diatur dalam ASB sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), TAPD melakukan pengkajian untuk
penyetaraan kegiatan sesuai dengan formulasi ASB yang telah diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal terdapat kebutuhan yang cukup diatur dalam Peraturan Bupati
ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.



BAB III
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.

Diundangkan di Manna
pada tanggal 26-11-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Drs. H. YULIAN FAUZI, M. AP

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 38

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 26-11- 2018
Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI

BAB III
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.

Diundangkan di Manna
pada tanggal 26-11-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Drs. H. YULIAN FAUZI, M. AP

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 38

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 26-11- 2018
Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI

BAB III
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.

Diundangkan di Manna
pada tanggal 26-11-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Drs. H. YULIAN FAUZI, M. AP

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 38

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 26-11- 2018
Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI

BAB III
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.

Diundangkan di Manna
pada tanggal 26-11-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Drs. H. YULIAN FAUZI, M. AP

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 38

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 26-11- 2018
Plt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI


